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BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pusdatin sebagai salah satu Unit Esselon II Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas

melakukan pengembangan teknologi informasi mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bentuk peran serta Pusdatin untuk

mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah

ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Pusdatin yang akan datang dan berperan

dalam pengembangan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusdatin mengacu kepada Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM, tujuan dari

program tersebut adalah meningkatkan layanan teknologi informasi di lingkungan Kementerian

Hukum dan HAM, sasaran yang hendak dicapai dari program tersebut adalah seluruh layanan

teknologi informasi memiliki data yang akurat dan akuntabel dibidangnya dan meningkatkan

pengembangan teknologi informasi melalui sub kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi,

Manajemen Sistem Informasi dan Layanan Perkantoran. Pusdatin juga melaksanakan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM, sasaran yang hendak

dicapai dari program ini adalah Pembenahan fasilitas sarana dan prasarana teknologi informasi

melalui sub kegiatan Pengembangan Data dan Jaringan Sistem Teknologi Informasi.

Dalam menjalankan tugasnya Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) mengacu

pada Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.

Tata Nilai yang berlaku adalah :

1.Kepentingan Masyarakat  •

2.Integritas

3.Responsif

4.Akuntabel

5.Profesional

Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) yang mempunyai tugas melaksanakan

fasilitasi, pengelolaan data dan teknologi informasi, serta pengamanan dan pemeliharaan teknologi



informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Adapun fungsi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) adalah :

a.Penyusunan rencana, program dan anggaran PUSDATIN;

b.Penyusunan rencana, standarisasi dan fasilitasi teknologi informasi;

c.Koordinasi dan kerja sama pengelolaan data,penyajian informasi;

d.Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan data, sistem, perangkat, jaringan portal

infrastruktur teknologi informasi dengan unit terkait;

e.Pengelolaan sistem pengadaan dan informasidata manajemen pengadaan Kementerian

secara elektronik;

f.Pengelolaan sistem jaringan di lingkungan Sekretariat Jenderal;

g.Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian,keuangan, rumah tangga dan perlengkapan

di lingkungan PUSDATIN;

h.  Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

Berdasarkan Pasal 1264 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor: 29

Tahun 015 tanggal 29 September 2015 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl, susunan organisasi PUSDATIN terdiri dari:

1.Bagian Tata Usaha dan Umum

a.Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

b.Subbagian Keuangan;

c.Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

2.Bidang Standarisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi

a.Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi;

b.Subbidang Standardisasi Teknologi Informasi;

c.Subbidang Kerja Sama dan Evaluasi Teknologi Informasi.

3.Bidang Data dan Pengamanan Jaringan

a.Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi

b.Subbidang Pengamanan Data dan Jaringan

c.Subbidang Pemeliharaan Teknologi Informasi

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang



Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan

perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Data dan

Teknologi Informasi (Pusdatin) Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam

rangka pengembangan teknologi informasi Kementerian Hukum dan HAM beserta analisisnya dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2018.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bertujuan untuk

memberikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi

(PUSDATIN). Hal ini sebagai bentuk peran serta Pusdatin untuk mewujudkan akuntabilitas dan

pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk

memperbaiki kinerja Pusdatin yang akan datang dan berperan dalam pengembangan teknologi

informasi.
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Adapun Perincian Perencanaan Pusdatin Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel2. Perincian Perencanaan Pusdatin Tahun 2018

59.240.000,-

5.232.031.000,-

18.980.629.000,-

Anggaran
(Rp)

Layanan Internal

Layanan
Perkantoran

Layanan Data dan
Informasi

Indikator Kegiatan

Pusat Data
dan Teknologi
Informasi

Kegiatan

Program

Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Kementefian

Hukum dan
HAM

Program

Terwujudnya

Manajemen

Organisasi

Kemenkumham

yangTransparan

dan Akuntabel

Sasaran Strategis

BAB II
PENETAPAN RENCANA KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Perencanaan Kinerja Pusdatin disusun berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing

bagian/bidang di Pusdatin dengan menggunakan rencana strategis sebagai acuannya. Perencanaan

Kinerja ini merupakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pusdatin. Berikut

adalah rencana kerja dan anggaran Pusdatin Tahun 2018.

Tabel 1. Rencana Kerja PUSDATIN 2018
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Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah :

B. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan Kinerja merupakan amanat INPRES Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri

Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada

dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumberdaya yang dikelolanya.
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Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM pada awal Tahun 2018 adalah sebesar

Rp.23.638.473.000,- ( Dua puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh

puluh tiga ribu rupiah ). Pada bulan September 2018 terdapat penambahan pada pagu belanja

pegawai sebesar Rp. 433.427.000 sehingga menjadi Rp 24.071.900.000 dan pada bulan Nopember

2018 terdapat penambahan pada pagu layanan data dan informasi sebesar Rp. 200.000.000

sehingga total pagu anggaran sebesar 24.271.900.000

Adapun rincian indikator Kinerja pada masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut:

1.  Bagian Tata Usaha dan Umum

Tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha dan Umum adalah Melaksanakan penyusunan rencana,

program dan anggaran, Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian,

keuangan, Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, Melaksanakan evaluasi

12 Bulan Layanan

1 layanan

1 Layanan

Target     j

Terlaksananya Layanan perkantoran yang
meliputi pembayaran gaji dan tunjangan serta

operasional dan pemeliharaan perkantoran

Tersusunnya manajemen sistem informasi,
pengelolaan Data serta Pengamanan dan

pemeliharaan Jaringan

Terlaksananya penyusunan rencana, anggaran,
pengelolaan keuangan, pengelolaan
kepegawaian, pelayanan umum dan
perlengkapan yang akurat dan akuntabel

3

2

1

Indikator Kinerja

Terwujudnya Manajemen

Organisasi Kemenkumham
yang Transparan dan
Akuntabel

I    Sasaran Strategis

1.untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur serta untuk mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, sebagai wujud nyata komitmenantara penerima

amanah dengan pemberi amanah;

2.sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

3.menciptakan toiak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar

pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pusdatin telah membuat penetcipan kinerja tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan

fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum

dan HAM serta Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Berikut

Penetapan Kinerja Pusdatin Tahun 2018:

Tabel3. Penetapan Kinerja PusdatinTahun 2018
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2.  Bidang Standarisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi

Tugas dan fungsi StandardiSasi dan Kerjasama Teknologi Informasi adalah Melaksanakan

koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dalam pengembangan sistem

standarisasi,kerjasama dan evaluasi terhadap teknolog informasi, pemutakhiran teknologi

informasi di lingkungan kementerian, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Standardisasi

dan Kerjasama Teknologi Informasi dibantu oleh 3 (tiga) subbidang yaitu :

1)Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi;

2)Subbidang Subbidang Standardisasi Teknologi Informasi;

3)Subbidang Kerja Sama dan Evaluasi Teknologi Informasi.

Indikator keberhasilan kinerja Standardisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi adalah

Jumlah Standardisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Hukum

dan HAM Rl, dimana dijabarkan dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Standardisasi dan

Kerjasama Teknologi Informasi.

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Standardisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi

Rp.5.232.629.000

Rp.   59.240.000

12 Bulan
Layanan

Terlaksananya Layanan perkantoran yang

meliputi pembayaran gaji dan tunjangan serta

operasional dan pemeliharaan perkantoran

Layanan
Perkantoran

Layanan ..... j Terlaksananya     penyusunan    rencana, i 1 layanan
Internal   J anggaran,pengelolaankeuangan,

{overhead)    pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum

, dan perlengkapan yang akurat dan akuntabel

Ji

dan penyusunan laporan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bagian Tata Usaha dan

Umum dibantu oleh 3 (tiga) subbagian yaitu :

1)Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

2)Sub Bagian Keuangan;

3)Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Indikator keberhasilan kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum adalah Jumlah layanan

perkantoran yang meningkat kualitas dan profesionalitasnya, dimana dijabarkan dalam

Indikator Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum.

Tabel 4. Indikator Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum



t
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3.  Bidang Data dan Pengamanan Jaringan

Tugas dan fungsi Bidang Data dan Pengamanan Jaringan adalah Melaksanakan penyiapan

koordinasi,pengelolaan data , penyajian informasi, pengamanan data dan jaringan serta

pemeliharaan sistem perangkat, jaringan portal, infrastruktur teknologi informasi di

lingkungan Kementerian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Data dan

Pengamanan Jaringan dibantu oleh 3 (tiga) subbidang yaitu :

1)Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi;

2)Subbidang Pengamanan Data dan Jaringan;

3)Subbidang Pemeliharaan Teknologi Informasi

Indikator keberhasilan kinerja Bidang Data dan Pengamanan Jaringan adalah Jumlah

Pengelolaan Data dan Pengamanan Jaringan yang terintegrasi dalam portal Kementerian

Hukum dan HAM Rl, dimana dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Bidang Data

dan Pengamanan Jaringan.

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Bidang Data dan Pengamanan Jaringan

TerlaksananyaPenyusunan
Standardisasi Teknologi Informasi

j Terlaksananya Pelatihan Data

: Steering Committee)f—
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdatin merupakan pemaparan pengukuran tingkat
pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban berbagai program dan anggaran yang teiah
ditetapkan untuk Tahun 2018. Pada Bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Pusdatin,
aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait serta strategi
pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kinerja organisasi pada tahun
mendatang.

A. Pengukuran Kinerja
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusdatin tahun 2018 telah mencapai target yang cukup

menggembirakan, hal ini terlihat dari capaian kinerja masing-masing bagian/bidang Eselon III yang
secara konsisten dapat melaksanakannya, baik dengan atau tanpa dukungan anggaran, dan hingga

berakhirnya tahun anggaran 2018 berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan
kualitas pelaksanaan tugas.

Peningkatan kualitas kinerja dapat dilakukan di jajaran Pusdatin atas dasar dukungan berbagai
pihak, khususnya komitmen pimpinan yang bisa dijadikan pegangan bagi aparat pelaksana di
lapangan. Namun demikan bukan berarti terhindar dari kendala atau persoalan yang meliputi
pelaksanaan tugas. akan tetapi hal tersebut dijadikan sebagai suatu tantangan untuk meraih peluang
kearah yang lebih baik.

Berkenaan dengan itu, Pusdatin terus menerus melakukan pembenahan dan perbaikan,
sehingga kinerja dan pelaksanaan tugas Pusdatin di tahun mendatang akan lebih baik dan sesuai
dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun pencapaian sasaran kinerja Pusdatin pada
tahun 2018 dapat disampaikan sebagai berikut.

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Kinerja Pusdatin Pada Tahun 2018

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA PUSDATIN TAHUN 2018
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Berikut penjelasan masing-masing layanan:

1.  Layanan Internal

Layanan intemal terdiri dari lima komponen utama yaitu penyusunan rencana anggaran,
pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, serta pelayanan umum dan

perlengkapan. Rincian kinerjanya dapat dillihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Capaian Layanan internal

0

0

Tidak
Berhasil

Berhasil

99,77%

97,71%

99,24%

Layanan Intemal

2Layanan Data dan Informasi

3Layanan Perkantoran

Terwujudnya
Manajemen
Organisasi
Kemenkumham

yang Transparan

dan Akuntabel

-W.i. l̂l.^•. v. •..-•J-.rr v.-jCSSSi.-i.'.

B. Analisa Capaian Kinerja Utama
Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja utama Pusdatin Tahun 2018 diketahui bahwa capaian

kinerja utama Pusdatin pada Tahun 2018 sebesar 296,72%, jika dirata-rata capaiannya sebesar
98,18%, dengan rincian sebagai berikut:

1.Persentase (%) Layanan Data dan Informasi sebesar 100% . Sedangkan realisasi anggaran

yang berhasil diserap pada tahun 2018 sebesar Rp.18.925.481.567,- (99,71%) dari total
anggaran yang tetapkan dalam DIPA Pusdatin sebesar Rp.18.980.629.000,-;

2.Persentase (%) Layanan Perkantoran sebesar 100% .Sedangkan realisasi anggaran yang

berhasil diserap pada tahun 2018 sebesar Rp.5.087.809.324,- (97,24%) dari total

anggaran yang tetapkan dalam DIPA Pusdatin sebesar Rp.5.232.031.000,-;

3.Persentase (%) Layanan Internal sebesar 100,00%. Sedangkan realisai anggaran yang

berhasil diserap pada tahun 2018 sebesar Rp.59.102.700,- (99,77%) dari total anggaran

yang tetapkan dalam DIPA Pusdatin sebesar Rp.59.240.000,-.

Tabel 8. Capaian Kinerja Utama Pusdatin tahun 2018
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3.  Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran ini terdiri dari dua output yaitu gaji dan tunjangan dan operasional dan
pemeliharaan kantor.

Tabel 11. Layanan Perkantoran
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Layanan Data dan Informasi

Layanan data dan informasi terdiri dari dua komponen utama yaitu manajemen sistem

informasi dan pengelolaan data dan informasi, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 10. Layanan Data dan Informasi

2.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan

pada awal tahun anggaran, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.Sasaran Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Hukum dan HAM pada Pusat Data dan Teknologi Informasi ada 3 (tiga)

program yaitu: Layanan Internal (overhead), Layanan Data dan Informasi, dan Layanan
Perkantoran;  '

2.Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja utama Pusdatin Tahun 2018 diketahui bahwa

capaian kinerja utama Pusdatin pada Tahun 2018 sebesar 100% dengan nilai serapan 98,18%

dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA Pusdatin sebesar Rp. 24.271.900.000,-;

3.Persentase (%) Layanan Data dan Informasi sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran

yang berhasil diserap pada tahun 2018 sebesar Rp.18.925.481.567,- (99,71%) dari total

anggaran yang tetapkan dalam DIPA Pusdatin sebesar Rp. 18.980.629.000,-;

4.Persentase (%) Layanan Perkantoran sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran yang

berhasil diserap pada tahun 2018 sebesar Rp.5.087.809.324,- (97,24%) dari total anggaran

yangtetapkan dalam DIPA Pusdatin sebesar Rp.5.232.031.000,-;

5.Persentase (%) Layanan Internal sebesar 100,00%, sedangkan realisai anggaran yang berhasil

diserap pada tahun 2018 sebesar Rp.59.102.700,- (99,77%) dari total anggaran yang
tetapkan dalam DIPA Pusdatin sebesar Rp.59.240.000,-.


